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PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2002 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur Junto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat Il Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848) ;
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Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4027) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4029) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 218, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 219, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2002
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2002 ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri
C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2002
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2002 ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor
8 Seri C) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C ).



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2002 sebesar Rp. 496.333.579.617,17 terdiri atas :
a. PENDAPATAN ....coiiiiiiiieeee e Rp. 496.333.579.617,17
b. BELANJA
1. Belanja Rutin Rp. 313.735.888.626,00
2. Belanja Pembangunan ~ Rp. 122. 375.811.822,00
Rp. 436.111.700.448,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Berlebih Rp.  60.221.879.169,17

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002
sebesar Rp 28.832.009.943,00 terdiri atas

a. Pendapatan Rp. 28.832.009.943,00
b. Belanja Rp. 28.832.009.943,00
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rp. NIHIL
Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Daerah ini ;

(2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara sisa Kas dan Sisa
Perhitungan APBD, menurut C-Il sebagaimana tercantum pada Lampiran Il ;

(3) Peraturan Daerah ini; Rincian Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah :

a) Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Il
Peraturan Daerah ini ;

b) Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran [V
Peraturan Daerah ini ;

c) Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C/I) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;



d) Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

e) Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/I/R ) Sebagaimana
tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini ;

f) Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;

g) Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C/l/P)sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini .

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 1 yaitu :
a. UKP penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan
Daerah ini ;
b. UKP Belanja menurut C/IB/lUKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah
ini .

Pasal 4

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SIDOARJO
padatanggal 7 Mei 2003

BUPATIEIDOARJO

W
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H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1 MEI
2003 NOMOR 8 TAHUN 2003 SERI C.

Drs. MOCH. ROCHANL MSi

Pembina Tinokat 1



